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ABSTRAK 

 

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang 
menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Ada beberapa peraturan terkait 
Pengaturan dan upaya  dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah 
(PAD),yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengan 
otonomi daerah yakni Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan  Pusat 
dan Pemerintah Daerah kemudianUU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Yang mana Sleman sebagai  daerah otonom 
memiliki pendapatan asli daerah terbesar se-DIY selama kurun dua tahun 
kebelakang. Kemudian hal inilah yang menjadi pertanyaan terhadap penyusun 
untuk mengetahui lebih lanjut mengenai: ”Bagaimana Implementasi Pengaturan 
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012 dan apa saja 
faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya?”. 

Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penyusun berusaha 
melakukan penelitian. Demi mendapatkan validitas data, dalam penelitian, 
penyusun menggunakan beberapa metode untuk mendapatkannya. Metode 
tersebut antara lain menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian 
lapangandengan narasumber  penelitian yaitu seluruh pejabat kalangan dinas 
pendapatan daerah kabupaten Sleman. Adapun sifat penelitian yuridis normatif 
dengan pendekatan  analisisdeduktif dengan menggunakan teknik pengumpulan 
data melalui studi dokumen/bahan pustaka, pengamatan/observasi dan 
wawancara/interview, dan teknik analisis data yaitu analisis kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah dengan adanya implementasi pengaturan yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 
Perubahan kedua atasUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan pusat dan pemerintah daerah dan UU Nomor 28 Tahun 
2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta berjalan sesuai dengan 
target yang sudah dibuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan sumber 
masukan dari Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya yang sudah mampu 
membentuk kemandirian daerah serta kemampuan keuangan dari potensi PAD 
dan pemanfaatan yang optimal untuk potensi yang dimiliki Daerah.Selain itu 
juga dibuktikan dengan Peranan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman 
memang sangat besar kontribusinya terhadap pelaksanaan otonomi daerah, 
Penarikan Pajak, Retribusi, dan peranan BUMD. 
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MOTTO 

 

 

اْ�ُ
ْ�رِ   ُ�ْ�رًا“   َ
 ”َ��نِ�  َ�
 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 

kemudahan.” (QS. Alam Nasyroh: 5)” 
 
 

 
 

“Jadi Diri Sendiri, Cari Jati Diri, And Dapetin 

Hidup Yang Mandiri 

Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir  

Dan Kehidupan Terus Berputar 

Sesekali Liatlah Ke Belakang Untuk Melanjutkan 

Perjalanan Yang Tiada Berujung”. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 
 
Pembangunan Daerah memerlukan sumber pendanaan yang tidak 

sedikit jumlahnya guna menjamin kelangsungan pembangunan daerah yang 

bersangkutan. Untuk melaksanakan otonomi daerah yang luas dan 

bertanggung jawab, setiap daerah memerlukan kewenangan dan kemampuan 

untuk menggali sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing, guna 

meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun itu meningkat, 

maka daerah itu akan cepat berkembang. Untuk itu diperlukan penggalian 

sumber dana daerah yang cukup untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan 

pembangunan maupun otonomi. Berkaitan dengan sumber pendanaan 

tersebut, budget tidak hanya berasal dari pendanaan pemerintah daerah 

sendiri, tetapi juga berasal dari bantuan  pemerintah pusat.  

Otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab yang 

dilimpahkan pemerintah pusat kepada daerah menuntut pemerintah daerah 

membentuk badan yang mempunyai tugas untuk mengelola keuangan daerah 

dan kekayaan daerah. Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom juga 

memiliki badan yang berfungsi mengelola keuangan  dan kekayaan daerah 

yaitu dengan membentuk Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan 

Daerah Kabupaten Kabupaten Sleman berkedudukan sebagai unsur 

penunjang  pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris 
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daerah. Dinas ini mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 

pemerintah darah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. 

Dalam menyelengarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas pendapatan 

Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan 

keuangan dan kekayaan daerah dan pemberian pelayanan penunjang 

penyelenggaraan pemerintah daerah.  

Pemerintah daerah Sleman dalam pengelolaan  dan peningkatan 

pendapatan asli daerah sampai saat ini masih belum optimal, mengingat 

potensi yang dimiliki Kabupaten Sleman memungkinkan untuk lebih 

dikembangkan dan diupayakan. Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan 

berdampak pada kontribusinya terhadap APBD Kabupaten Sleman. Hal ini 

dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD, sumber APBD 

lainnya adalah dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain 

penerimaan yang sah. 

Dalam pengaturanya tentang pembagian daerah tercantum dalam Pasal 

18 UUD 1945 yang berbunyi: “Pembagian daerah  atas daerah besar dan 

kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam Undang-

undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam 

sistem pemerintahan Negara dan hak hak asal usul dalam daerah-daerah yang 

bersifat istimewa”.1 

Di samping itu penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 

prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 

                                                           
1 Ni’matul Huda , Hukum Pemerintahan Daerah,  (Bandung:  Nusa Media, 2009. Cetakan 

I),  hlm.78 
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berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.2 

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia 

menerapkan  sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan 

demikian, sistem  penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh 

pemerintah pusat. Hal ini  menyebabkan pembangunan daerah-daerah di 

Indonesia lebih didominasi oleh  pusat sehingga terjadilah ketimpangan 

pembangunan antara pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka 

daerah-daerah di Indonesia menuntut  diberlakukannya otonomi daerah yang 

memberikan kewenangan kepada daerah  untuk mengatur dan mengurus 

daerahnya masing-masing.  

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, 

pemerintah  memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi 

daerah dengan  mengeluarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah3. 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah, otonomi daerah  adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur 

dan mengurus kepentingan  masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat  sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai 

                                                           
2 Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin,  Otonomi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.1 
3 Ni’matul Huda , Hukum Pemerintahan ... Ibid, Hlm.61 
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dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun  pelaksanaannya.  

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula 

istilah  desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian 

kewenangan dan  tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Dengan  diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, 

maka daerah diberikan kebebasan  untuk mengatur sistem pembiayaan dan 

pembangunan daerahnya sesuai dengan  potensi dan kapasitasnya masing-

masing.  

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, 

pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, 

pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah 

dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri 

dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

b. Dana perimbangan; dan  

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang 

menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan 

PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah 

daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah 

penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan 
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pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan 

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah 

itu sendiri. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, 

yang bertujuan untuk memberikan kekuasan kepada daerah dalam menggali 

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 

desentralisasi.4 

Kabupaten Sleman sebagai daerah otonom harus benar-benar mampu 

mengelola sumber penerimaan daerah terutama pendapatan asli daerahnya 

khusunya retrebusi dan pajak daerah karena peranan pendapatan asli daerah 

di Kabupaten Sleman memang sangat besar dalam kontribusinya terhadap 

pelaksanaan otonomi daerah penarikan pajak, retribusi, dan peranan BUMD 

harus benar-benar memberikan kontra prestasi langsung kepada masyarakat 

pengguna jasa. Potensi penerimaan daerah di Kabupaten Sleman sebenarnya 

sangatlah banyak, wilayah di kabupaten sleman terdapat banyak perguruan 

tinggi baik negeri maupun swasta, antara lain adalah UGM, UNY, UIN yang 

merupakan perguruan tinggi negeri yang jumlah mahasiswanya sangat 

banyak sedangkan perguruan tinggi swasta terdapat diantaranya adalah UII, 

                                                           
4 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 

Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.51. 
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UPN, STIE YKPN dan ada beberapa perguruan tinggi yang lain yang jumlah 

mahasiswanya pun tidak sedikit. 

Tumbuh dan berkembangnya kawasan ekonomi bisa dijadikan salah 

satu smuber PAD, hal tersebut berhubungan dengan pajak daerah dan 

retribusi daerah. Apa lagi di bagian lain wilayah Kabupaten Sleman, juga 

terdapat pusat pertokoan yang tentu saja terdapat area parkir bagi kendaraan, 

namun dengan kondisi wilayah ekonomi seperti yang tersebut di atas apakah 

bisa menjadikan PAD sebagai sumber utama bagi pendapatan daerah di 

kabupaten sleman juga memiliki juga memiliki potensi yang lain seperti agro 

industri salak pondok dan juga tempat wisata yang lain. 

Berangkat dari paparan di atas maka penyusun tertarik untuk menulis 

tugas akhir Penulisan Hukum dengan judul “Implementasi Pengaturan 

Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Pengaturan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012? 

2. Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Pengaturan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2012? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui implementasi pengaturan pemerintah daerah 

dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten 

Sleman. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pengaturan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pendapatan 

asli daerah di kabupaten Sleman. 

2. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya kegunaan yang 

dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun kegunaan yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Ilmiah atau Akademik 

1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran di bidang Hukum Tata Negara, khususnya dalam 

pengkajian Hukum Pemerintah Daerah. 

2) Diharapkan dapat menambah bahan referensi di bidang karya 

ilmiah Hukum serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di 

masa yang akan datang. 

b. Kegunaan Aplikatif atau Terapan 

1) Untuk mengembangkan daya pikir dan analisis yang akan 

membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mencocokkan 
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bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam teori dan 

praktek. 

2) Dapat memberikan  jawaban terhadap masalah yang sedang 

diteliti. 

D. Telaah Pustaka 

Survey awal dari beberapa literatur pustaka dalam rangka membantu 

penyusun dalam melakukan penelitian ini adalah keharusan yang tidak dapat 

dihindari dan mutlak dilakukan. Beberapa literatur tersebut sedikit banyak 

memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini. Adapun karya 

tersebut adalah: 

Rina Rahmawati Ruswandi “Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang” yang mengkaji 

mengenai seberapa besar pengaruh pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sumedang dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda) dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang 

hasilnya memaparkan bahwa Pajak daerah sangat berpengaruh signifikan 

secara positif terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten 

Sumedang, penelitian tersebut dilakukan dengan studi lapangan.5 

Stevanus Subekti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman” yang mengkaji 

mengenai bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kesejahteraan 

                                                           
5 Rina Rahmawati Ruswandi “Analisi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang” Skripsi Fakultas Ekonomi  Institut Pertanian Bogoor, 
2009 
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pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Sleman, yang hasilnya PAD di 

kabupaten Sleman mempunyai peranan yang sangat kecil terhadap 

kesejahteraan pegawai negeri sipil dikarenakan pemberian insentif kepada 

pegawai negeri sipil itu tidak signifikan tehadap peningkatan kesejahteraan 

pegawai negeri sipil.6 

Hedi Purwoko “Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta” yang mengkaji mengenai 

sejauh mana peranan dinas pengelolaan pasar dalam usaha peningkatan 

pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut dilakukan 

dengan studi lapangan.7 

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas sudah ada yang 

membahas mengenai pendapatan asli daerah akan tetapi belum ada yang 

membahas implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu, penyusun 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan memperluas lingkup 

dan perumusan masalah terkait masalah Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sleman. 

 

 

 

                                                           
6 Stevanus Subekti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman” Skripsi Fakultas Hukum : Universitas Atmajaya 
Yogyakarta, 2009 

7 Hedi Purwoko “Peranan Dinas Pengelolaan Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) di kota Yogyakarta” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta, 2007. 



 
10 

 

 

 

E. Kerangka Teoretik 

Pemberlakuan otonomi Daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah 

untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian 

kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri.8 Oleh 

karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan 

daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan 

daerah yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti 

pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD 

yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan daerah 

yang dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian 

suatu daerah yang terdiri dari Pajak, Retribusi, hasil perusahaan milik daerah 

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, dan penjualan 

saham hak milik daerah serta pinjaman serta PAD yang sah seperti hasil 

                                                           
8 C.S.T.Kansil, Christine S.T.Kansil, “Perbandingan Hukum Administrasi Negara”, 

(Jakarta: Rineka Cipta), 2010.  hlm. 131-132 . 
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penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.9 Berdasarkan Undang-Undang No. 

12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, meliputi: 10 

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3.  Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah 

yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan 

selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau komisi, 

potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau 

pengadaan barang dan atau jasa oleh daeraha, ketentuan mengenai 

pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-

Undang. 

Menurut Pasal 7 tentang Pendapatan Asli Daerah “dalam upaya 

meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dilarang menetapkan peraturan 

daerah tentang pendapatan yang menyebabkan biaya ekonomi tinggi dan 

menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat 

                                                           
9 HAW. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2007). hlm.78 
10

 Ibid... hlm. 254 
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mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan 

ekspor impor.11  

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-

baiknya maka perlu ditunjang dengan sumber-sumber pembiayaan yang 

cukup, tapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat 

diberikan kepada daerah otonom diwajibkan untuk menggali segala sumber-

sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.12 Dengan demikian daerah dapat merencakan anggaran pendapatan 

dan belanja daerahnya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan serta inisiatifnya 

sendiri dalam menyelenggarakan urusan penyelenggaraan  

pemerintahannya.13 

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.14 Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

                                                           
11 UU No.33 tahun 2004, tentang perimbangan keuangan pemerintaha pusat dan 

pemerintah daerah, 2006 
12

 C.S.T.Kansil, Perbandingan,... Ibid.  hlm. 135 . 
13 Soehino,  Perkembangan Pemerintah Daerah, (Yogyakarta : Liberty, 1991), hlm. 150 
14 Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
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setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.15 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan 

bahwa pemberian otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan 

pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah 

untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua 

bidang, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, peradilan, moneter dan fiskal agama. Di samping itu, keleluasaan 

otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam 

penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 

pengendalian, dan evaluasi.16  

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan 

kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan 

diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang  

dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa 

perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan 

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus 

dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, 

pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta 
                                                           

15 Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

16
 HAW, Widjaja, Otonomi Daerah, ... Ibid. hlm. 28 
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pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar-

daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.17 

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah 

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam kaitannya dengan 

desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan 

tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Desentralisasi fisikal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah adalah suatu sistem 

pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam kerangka NKRI yang 

mencakup pembagian keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta 

pemerataan atar pusat dan daerah secara proposional dan demokratis.18 

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula 

istilah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian 

kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, 

maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan 

pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-

masing. 
                                                           

17
 Ni’matul Huda,  Hukum Pemerintahan, ... Ibid. Hlm. 90 

18  HAW, Widjaja, Otonomi.... Ibid. hlm. 41 
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Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan 

derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah 

yaitu: 19 

1. Desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam 

lingkup pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke 

pemerintah daerah yang dinamakan dekonsentrasi.  

2. Delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak 

sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan  fungsi-fungsi 

tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. 

3. Devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan 

saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa 

yang perlu dikerjakan, berada di daerah. 

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya 

adalah untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi  

adalah sebagai berikut:  

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.  

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi 

pemerintah pusat. 

                                                           
19

 Sinaga, B. M. dan H. Siregar. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap 
Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada 
Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Bogor, Institut Pertanian Bogor. 2005. hlm.35 
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3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-

masing daerah.  

Desentralisasi fiskal memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: (1) 

mengurangi peran dan tanggung jawab diantara pemerintah pada semua 

tingkat, (2) memperhitungkan bantuan atau transfer antar pemerintahan, (3) 

memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan penyediaan 

jasa-jasa lokal, (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), (5) 

menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi. Oleh karena 

itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari sejauh mana 

fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan. 

Dalam pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas 

pendapatan dan pembiayaan. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke 

kas daerah,20 sedangkan Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah 

yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

bersangkutan, adapun pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya. 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan 

bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah: 

                                                           
20 http///pendapatan.asli.daerah.html. diakses pada tanggal 28 Desember 2012 
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1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang meliputi: 21 

a.  Pajak daerah;  

b. Retribusi daerah;  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan  

d. Lain-lain PAD yang sah. 

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan 

terdiri dari dua jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer.22 Dana 

bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (tax sharing) dan 

bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam  (SDA). Adapun yang 

termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan 

(PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari 

SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, 

pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan 

pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana 

perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK).23 

                                                           
21 Pasal 157 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah  
22

 HAW, WIdjaja, Otonomi Daerah,... Ibid. hlm. 45 
23 Pasal 159 Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah 
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3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.  

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu 

pembiayaan bersumber dari:  

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah 

b. Penerimaan pinjaman daerah  

c. Dana cadangan daerah 

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang 

peneliti untuk mencapai  suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti 

memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.24  

Dalam mengadakan penelitian, penyusun menggunakan metode atau 

cara untuk mempermudah mengumpulkan data. Sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Winarno Surachmad sebagai berikut: Metode penelitian 

adalah cara utama yang dipergunakan untuk mencapai tujuan dengan 

menggunakan tekhnik tertentu. Cara utama itu setelah penyusun 

memperhitungkan kewajaran ditinjau dari tujuan penyelidikan.25  

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam 

penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

 

                                                           
24 Winarno Surakhmad, (ed.), Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik, 

(Bandung: Tarsito, 1990), hlm.191. 
25

 Winarno Surachamd, Dasar dan Tenaga Reseacrh, (Bandung: Tarsito,1978), hlm. 131 
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1. Jenis Penelitian 

Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam beberapa 

jenis, dan pemilihan jenis penelitian tersebut tergantung pada 

perumusan masalah yang ditentukan. dalam penelitian ini Jenis 

penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field reserch),26 yaitu penelitian yang obyeknya 

langsung berasal dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman 

yang berupa data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Sleman melalui wawancara dengan informan dari yang 

dilengkapi serta diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip 

yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman. 

2. Metode Pendekatan 

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah 

yang dikaji dengan menggunakan dasar perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia yaitu  Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan melihat gejala-gejala yang ada di 

lingkungan masyarakat sekitar. 

3. Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data Skunder. Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung 

                                                           
26

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), 
hlm.128 
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diperoleh di lapangan, tetapi melalui studi kepustakaan, berupa buku-

buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan 

perundangan-undangan, surat kabar, sumber-sumber lain yang terkait 

permasalahan yang diteliti. Data sekunder mencakup bahan hukum 

primer yatu UUD 1945 khususnya Pasal 18B tentang Pemerintahan 

Daerah; Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang 

No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

4. Subjek Penelitian  

Narasumber yaitu orang yang memberi (mengetahui secara 

jelas atau menjadi sumber) informasi.27 Dalam hal ini adalah pejabat 

Dinas pendapatan daerah Sleman . 

5. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber dalam dalam penelitian ini adalah 

sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, yaitu data 

sekunder maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian 

ini yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat 

terdiri dari: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945  

2) Peraturan Perundang-Undangan 

                                                           
27 Ibid... ,hlm. 774  
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a) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah 

b) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

c) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

d) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah 

e) PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

f) PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

g) PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kota 

h) Perda kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2005 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten 

Sleman Tahun 2006-2025 

i) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sleman tentang Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten 

Sleman Tahun 2012-2015 
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum  yang memberikan 

penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara 

memperlajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, 

dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan 

perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang 

memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu tentang 

implemnetasi Pengaturan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya yang memberi 

penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu implementasi 

pengaturan Pemerintahan Daerah dalam Peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Sleman. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Studi  Dokumentasi 

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan 

dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-

undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pajak 

daerah dan retribusi daerah. 
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b. Wawancara 

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode 

depth interview atau wawancara mendalam untuk 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dihadapi. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan 

petunjuk wawancara (guided interview) sebagai petunjuk atau 

pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan 

terhadap pejabat daerah terutama dari Dinas Pendapatan Daerah, 

BAPPEDA, dan Bagian Hukum di Lingkungan Sekretariat 

Daerah. 

7. Teknik Analisis Data  

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam 

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.28 Penyusun 

menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa 

dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, 

selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yaitu cara 

berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini 

digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi pengaturan 

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sleman.  

 

                                                           
28 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi (ed.), Metode Penelitian Survei, (Jakarta: 

LP3ES, 1989), hlm.263. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Didalam menulis penelitian ini penyusun telah menyusun 

sistematikanya dengan tujuan agar pembaca dapat diarahkan kepada satu 

masalah apabila ingin memahamin isinya, sedangkan untuk penyusun sendiri 

dengan adanya sistematika ini maka tiap bab dan bagian-bagiannya dapat 

terinci dengan jelas. Adapun sistematika yang telah penyusun susun adalah 

sebagai berikut: 

Bab Pertama: penyusun akan membahas tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. tujuannya yaitu untuk 

mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diteliti dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri penelitian terdahulu tentang 

Implementasi pengaturan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman sehingga diketahui perbedaan 

dari penelitian penyususn, kerangka teoretik, yaitu menjelaskan teori-teori 

yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua: menjelaskan secara mendalam terkait teori pendukung 

atas permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Implementasi pengaturan 

Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Sleman. 

Bab Ketiga: membahas mengenai wilayah penelitian. Dalam bab ini 

diuraikan dahulu gambaran umum dinas Pendapatan Daerah kabupaten 
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Sleman. yang meliputi letak geografis, status hukum ataupun aturan hukum 

yang terkait dengan lembaga kejaksaan, sejarah berdirinya, visi dan misi, 

ruang lingkup kerja atau wilayah hukumnya dan struktur organisasinya,  

kemudian menjelaskan tugas dan wewenang dinas pendapatan daerah 

tersebut.  

Bab Keempat, penyusun menganalisa sejauh mana implementasi 

pengaturan pemerintahan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli 

Daerah Sleman oleh Dispenda Sleman dan apa saja kaktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan dari kebijakan pemerintah dalam meningkatkan 

pendapatan asli daerah, kemudian sudah terlaksana atau belum sesuai dengan 

asas-asas umum pemerintahan yang layak tidak lain berpedoman teguh pada 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 

No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. 

Bab Kelima: Dalam bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penyusun maka diperoleh 

kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi pengaturan pemerintah daerah dalam Meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah tahun 2010-2012  sudah sesuai dengan amanat 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian UU Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian dalam 

pelaksanaannya dilapangan Dinas Pendapatan Daerah Sleman pada 

khusunya sudah menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Layak  

sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang No. 25 Tahun  2009 tentang 

Pelayanan Publik. Hal ini dibuktikan dengan adanya Asas keterbukaan, 

Asas Kepentingan Umum dan Transparansi Pelayanan.  

Adapun Implementasi yang dilakukan dalam meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah adalah: 

a. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan 

pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku. 
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b. Meningkatkan pendapatan daerah melalui perluasan objek pajak 

dan intensifikasi pajakn daerah dan Retrebusi Daerah secara 

Optimal. 

c. Pendayagunaan Aset Daerah. 

d. Optimalisasi Hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) 

agar memberikan Kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada 

umumnya. 

e. Mengadakan Peninjauan Kembali (Annual Review) atas 

berbagai peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi 

dengan perkembangan zaman. 

2. Sedangkan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun 2010-2012 antara lain adalah: 

a. Potensi Pajak dan Retrebusi Daerah mengalami Perubahan. 

b. Kurangnya sosialisasi Perda-Perda kepada masyarakat terkait 

kebijakan-kebijakan yang baru dikeluarkan. 

c. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan 

birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum.  

d. Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya 
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B. SARAN 

a. Dinas Pendapatan Daerah agar membuat website khusus terkait 

masalah Profil Dinas, informasi, komunikasi dan lain sebagainya. 

Hal ini sangat diperlukan untuk masyarakat mengingat kurangnya 

informasi dan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah Kabuptaen Sleman terhadap Masyarakat sehingga rasanya 

kurang efektif sebuah instansi tidak memiliki website atau blog 

lainnya terkait Dinas itu sendiri. 

b. Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendapatan Asli Daerah agar 

lebih tegas dalam pemberian sanksi atau denda yang akan 

diberikan kepada pihak-pihak yang belum melakukan pembayaran 

atau sengaja mengulur-ulur waktu untuk membayar Distribusi 

sesuai dengan ketentuan-ketentua yang telah ditetapkan oleh 

Undang-Undang, hal ini dimaksudkan agar sumber pendapatan 

Daerah bisa meningkat setiap tahunnya karena tidak ada yang 

melanggar aturan. 
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A. Identitas Diri 

Nama    : Atika 

Tempat/ Tgl. Lahir  : Kuta Cane, 25 mei 1991 

Nama Ayah    : Abd. Shamad Assaydi 

Nama Ibu     : Perseh 

Alamat Asal   : Pondok sayur kecamatan Bukit Kabupaten Bener 

Meriah.   

Agama    : Islam 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

E-mail     : atikagayo@yahoo.com 

No. HP     : 085 228 852 520 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SDN No. 2 Belang Kejeren Lulus 2003 

2. MTs Bustanul Arifin Bener Meriah Lulus 2006 

3. SMA Terpadu Bustanul Arifin Bener Meriah Lulus 2009 

4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013 

C. Pengalaman Organisasi  

1. Ketua Departemen Pendidikan HISBA SMA Terpadu Bustanul Arifin periode 2006-

2007 

2. Bendahara Umum HISBA SMA Terpadu Bustanul Arifin priode 2007-2008 

3. Sekretaris Umum IPEMAH LUTYO Yogyakarta periode 2010-2012 
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